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Pesan Utama 
Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana kedalam dokumen perencanaan daerah

yang berdasarkan pada bukti dan pengetahuan dengan pendekatan wilayah secara terpadu

ISU

Adanya perbedaaan tingkat kerentanan dan 

ketangguhan masyarakat, dan tingkat kerawanan

bencana di setiap daerah.

SOLUSI

Adanya ketidaksamaan komitmen dan dukungan

dalam manajemen bencana di setiap daerah.

Adanya ketidakseimbangan peralatan dan 

infrastruktur kebencanaan di setiap daerah.

Adanya ketidaksamaan tingkat pemahaman dan 

pengetahuan kebencanaan di setiap daerah.

Perumusan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan harus memperhatikan kondisi nyata

yang terjadi di masyarakat dan daerah. 

Penguatan kerjasama pentahelix (Pemerintah-

Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Pelaku Usaha-

Organisasi Masyarakat-Media) dan Dukungan DPRD 

dalam pembiayaan terpadu.

Pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) 

hard and soft infrastructure kebencanaan termasuk

sistem deteksi dini dan keterkaitan upstream-

downstream kebencanaan di setiap wilayah.

Pengembangan manajemen pengetahuan

kebencanaan (knowledge management) didukung

dengan penguatan literasi, edukasi, narasi dan 

budaya sadar bencana di setiap wilayah. 

Perumusan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan harus memperhatikan kondisi nyata

yang terjadi di masyarakat dan daerah. 

Penguatan kerjasama pentahelix (Pemerintah-

Pemerintah Daerah-Perguruan Tinggi-Pelaku Usaha-

Organisasi Masyarakat-Media) dan Dukungan DPRD 

dalam pembiayaan terpadu.

Pemetaan dan analisis kebutuhan (gap analysis) 

hard and soft infrastructure kebencanaan termasuk

sistem deteksi dini dan keterkaitan upstream-

downstream kebencanaan di setiap wilayah.

Pengembangan manajemen pengetahuan

kebencanaan (knowledge management) didukung

dengan penguatan literasi, edukasi, narasi dan 

budaya sadar bencana di setiap wilayah. 



WHAT NEXT AFTER GPDRR

1. Diseminasi dan Sosialisasi Hasil GPDRR dan 
Masukan G20

2. Internalisasi Hasil GPDRR ke dalam kebijakan dan 
rencana aksi

3. Pendalaman Aksi FGD, Worskhop dan Seri Diskusi
4. Penguatan Forum Resiliensi Berkelanjutan
5. Pengembangan Model (Modelling) Resiliensi

Berkelanjutan: Proyeksi, Skenario, Simulasi dan 
Rencana Investasi

6. Persiapan Penyusunan RPJPN 2026-2045 dan RPJPD
7. Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029 dan 

RPJMD
8. Pengembangan dan Perluasan Kerjasama 

Internasional Diplomasi, AMDRR, dan Forum 
Internasional Lainnya.

• Kementerian/Lembaga
• Pemerintah Daerah
• Perguruan Tinggi
• Pelaku Usaha
• Media
• Kelompok perempuan, 

anak dan professional 
muda

• Mitra Pembangunan
• Lembaga Internasional

Mengoptimalkan Momentum
Menguatkan Kolaborasi Risiliensi Berkelanjutan



Produk Bidang Substansi

Official Statement Member State

Butir Wicara keterangan pers

7 Rekomendasi Agenda Bali

Co-Chair’s Summary



Partisipasi dalam Inovation Platform

Tim Bappenas di dukung BNPB, BRIN, BMKG dan ESDMmendapatkan kesempatan 2 booth dalam
Inovation Platform yang diisi dengan Produk K/L kontributor dan Simulasi Gempa.



Platform Indonesia Pavilion

https://www.indonesiapav
iliongp2022.com/virtual/

Portal ini merupakan
inisiasi platfom showcase 

produk K/L dalam
Kebencanaan. Dan 

diharapkan bisa kontinu

https://www.indonesiapaviliongp2022.com/virtual/


Partisipasi dalam Rumah Resiliensi

Tim Bappenas mendukung rumah resiliensi dengan mendirikan Planogram yang berisikan produk K/L 
yang juga ditampilkan dalam innovation Platform



Dokumentasi Bidang Substansi
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Penanganan Bencana Dusun Krajan, Desa Majang Tengah, 
Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
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Mitigasi dan Penanganan Bencana
Kabupaten Garut dan Tasikmalaya
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Alur Pikir Perencanaan Pembangunan
Manajemen Informasi, Skenario, Strategi dan Investasi



Komitmen PRB Global – Nasional hingga Lokal

PENDAHULUAN



Megatren: Tantangan Masa Depan



PEMULIHAN EKONOMI DAN 
TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA DAN 

EKONOMI

VISI INDONESIA 2045 DAN KELUAR 
DARI MIDDLEINCOME TRAP

Indonesia 2045: Transformasi dan AkselerasiIndonesia 2045: Transformasi dan Akselerasi



12,695

Diperlukan adanya transformasi ekonomi, 
melalui pergeseran struktur ekonomi dari

sektor kurang produktif ke sektor lebih
produktif (industrialisasi), pergeseran

produktivitas antar sektor.

Proyeksi
Pendapatan
Per Kapita
(USD per Kapita,
Atlas Method)

Salah satu strategi transformasi ekonomi adalah melalui
Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Rencana Strategi 
Transformasi 
Ekonomi SDM

berdaya saing
Produktivitas

sektor ekonomi
Transformasi

digital
Integrasi ekonomi domestik Pemindahan

IKN
Ekonomi

hijau

Ekonomi Hijau sebagai bagian dari Strategi Transformasi Ekonomi untuk mendorong
Indonesia lepas dari Middle Income Trap sebelum 2045



Article 3.4 
UNFCCC 

Integrasi Pembangunan 
Rendah Karbon dan 

Ketahanan Iklim dalam 
RPJMN

2020–2024

PRK & PBI 
sebagai 
Prioritas 
Nasional

No. 6

Rendah Karbon Laut & 
Pesisir

Penanganan Limbah & 
Ekonomi Sirkular

Pengembangan 
Industri Hijau

Pembangunan Energi 
Berkelanjutan

Pemulihan Lahan  
Berkelanjutan

Circular Economy, merupakan salah satu tools 
untuk akselerasi penerapan pembangunan rendah 
karbon.

Pembangunan 
Rendah Karbon

Penurunan 
emisi GRK
di tahun 2024: 

Analisis terhadap sebaran 
lokasi prioritas aksi 
ketahanan iklim 

pada 4 sektor 
prioritas 

Pembangunan Berketahanan 
Iklim

Laut & Pesisir
Air Pertanian Kesehatan

6 (enam)
serial buku 
Pembangunan 
Berketahanan 
Iklim

Intensitas 
emisi di tahun 
2024:

27,3% 31,6%

Pembangunan Rendah Karbon & Berketahanan Iklim menjadi “backbone” dalam
Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau



Kelestarian
Lingkungan

Pembangunan 
Ekonomi

Kesejahteraan  
Masyarakat

PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN, BERKELANJUTAN 
DAN INKLUSIF

SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular

Dalam mewujudkan
pembangunan yang 

aman dan 
berkelanjutan, maka
perlu pemanfaatan

ruang dan langkah

sistematik dan terencana

dalam Pengurangan
Risiko, Mitigasi, Adaptasi
dan  Investasi Berbasis

Penanggulangan
Bencana dan Perubahan

Iklim.

Paradigma Resiliensi Berkelanjutan: 
… Build Back Better, Safer dan Sustainable….



Kebijakan penanggulangan

bencana merupakan kebijakan

yang menggabungkan

beberapa kebijakan bersifat

global sampai dengan

kebijakan yang bersifat local, 

yang terdiri dari:

1. SDGs (Agenda perencanaan

Global)

2. SFDRR (perencanaan PB 

Global)

3. RPJPN (Perencanaan jangka

Panjang)

4. RIPB (perencanaan PB 

jangka Panjang)

5. RPJMN (perencanaan jangka

menengah)

6. Renas PB (perencanaan PB 

jangka menengah)

7. RKP (perencanaan jangka

pendek/tahunan)

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Indikator Outcome Baseline
Target 

2020

Target 

2024

Penurunan potensi
kehilangan PDB akibat
dampak bencana (persen)

N/A 0,10 0,10

KP 1 Penanggulangan
Bencana

Indikator (Satuan)
Target 

2020

Target 

2024

• Rasio investasi PRB terhadap APBN 

(rasio)
0,36 1,36

• Persentase kelengkapan peralatan 

sistem peringatan dini bencana

hidrometeorologis dan tektonis

(persen)

90 100

Memahami risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kearifan lokal

Memperkuat tata kelola penanganan risiko bencana untuk
mengelola risiko bencana

Berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 
untuk ketahanan bencana yang berkelanjutan

Meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan untuk
Membangun Kembali dengan Lebih Baik dalam pemulihan, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi

1
2
3

4

PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SISTEM 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



DESA TANGGUH BENCANA - BNPB

• Kemampuan Memahami Risiko Bencana (Banjir, Longsor, Karhutla, dst)

• Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Forum PRB, Sosialisasi, Relawan

PB)

KAMPUNG SIAGA BENCANA - Kemensos

• Kemampuan Mengelola Kawasan bencana

• Kemampuan melaksanakan forum penguatan daerah (Taruna Siaga

Bencana dan Pemuda Siaga Bencana)

DESA TANGGUH COVID/BENCANA – KEMENDES PDTT

• Sistem Komando Desa

• Relawan Menyusun buku panduan, penerapan protokol Kesehatan, 

sosialisasi

• Memahami risiko dan kerentanan

DESA SIAGA AKTIF - KEMENKES

• Kemampuan Memahami Risiko Kesehatan dan Respon

• Layanan kesehatan (Poskesdes, Kader Kesehatan 

desa) dan Penerapan PHBS

DESA MANDIRI ENERGI - KEMEN ESDM
Inisiasi energi alternatif (PLTA Sederhana, Biogas sederhana, dst) 

untuk antisipasi kondisi darurat

DESA WISATA – KEMEN PAREKRAF

Inisiasi desa tematik Tangguh bencana (Edukasi dan partisipasi)

DESA PESISIR TANGGUH - KKP
Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Menanam Mangrove, 

Menentukan waktu berlayar, membangun tanggul sederhana, dst)

DESA MANDIRI PANGAN - KEMENTAN
Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (lumbung pangan, 

bufferstock, tumpangsari, dst)

MASYARAKAT PEDULI API DAN KAMPUNG IKLIM - KLHK

Kemampuan Merespon dan Melakukan Aksi (Patroli hutan, deteksi api, parit dan 

tandon air, dst)

MASYARAKAT 

TANGGUH

Paradigma Tangguh: 
Penguatan Literasi, Edukasi dan Budaya Sadar Bencana, 

Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Arah Kebijakan Pemerintah 2023

KEBIJAKAN PB



Termasuk Penanggulangan Bencana

Tema dan Arah Kebijakan Tahun 2023



Mempercepat pemerataan
pembangunan wilayah pesisir
barat Sumatera dan daerah rawan
bencana melalui pengembangan
daerah 3T di Sumatera

Meningkatkan sarana prasarana dan
kapasitas masyarakat dalam upaya
penguatan mitigasi bencana di Jawa
Bali

Meningkatkan upaya
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan serta
ketangguhan terhadap ancaman
bencana alam di Kalimantan

Menguatkan mitigasi bencana dan 
pemulihan pascabencana di 
Sulawesi Tengah

Menuntaskan pemulihan
pascabencana di Nusa Tenggara

Peningkatan kapasitas aparat
pemerintah daerah yang diikuti
dengan pemutakhiran data 
kebencanaan di Papua

Perbaikan sistem logistik/distribusi dan 
pengendalian harga pada komoditas
strategis untuk mengantisipasi
terganggunya pelayaran antarpulau
akibat cuaca ekstrem dan gelombang
laut yang tinggi di Maluku

Tema dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Aspek Kewilayahan
Tahun 2023



“Sebagai upaya mendukung ketahanan bencana, 
rencana pembangunan jangka menengah disusun 
dengan mengarusutamakan pengurangan risiko 

bencana dalam agenda pembangunan.”

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan
karakteristik wilayah per pulau

Perlindungan sosial untuk risiko perubahan iklim dan bencana alam

Infrastruktur berketahanan bencana

Investasi pengurangan risiko bencana, sistem peringatan dini
multiancaman bencana, konvergensi PRB dengan Adaptasi Perubahan
Iklim (API)

Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2020-2024Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

PN 2: PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) KEWILAYAHAN



Pro-PN:

1) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor

Kelautan

2) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah 

Berisiko Iklim

3) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap 

Perubahan Iklim

4) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan 

Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim

Program Prioritas 2: 

Peningkatan Ketahanan

Bencana dan Iklim

Kegiatan Prioritas 2:

Peningkatan Ketahanan

Iklim

Pro-PN:

1) Penguatan Data, Informasi, & Literasi Bencana

2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana

3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan

4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis

Risiko Bencana

5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana

6) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah 

Terdampak Bencana

7) Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu

Kegiatan Prioritas 1:

Penanggulangan Bencana

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana & Perubahan Iklim



Sistem Peringatan Dini Bencana

Lingkup Penguatan

dan Pengembangan

Kategori dan 

Jenis Bencana

Komponen Struktur

(Upstream)

1. Pembangunan dan 

Pengoperasian Peralatan

2. Penyediaan dan 

Penyebaran Informasi

3. Pemeliharaan dan 

Perawatan Peralatan

4. Penelitian, pengembangan, 

Pengkajian, dan Penerapan

serta Inovasi untuk

Kemandirian Teknologi

Komponen Kultur

(Downstream)

1. Pemahaman Risiko

• Kajian risiko

• Peningkatan 

kapasitas

• Litbang aspek tematik 

dan kultural

2. Rencana Evakuasi

Sudden 

Onset 

Disaster

Slow 

Onset 

Disaster

• Tsunami Early Warning System (TEWS): 

Gempa bumi, Gempa bumi vulkanik di 

laut, Tsunami

• Geohazard Mitigation and Assessment 

(GMA): Letusan gunungapi, Gerakan

tanah

Hydrometeorological Early Warning 

System (HEWS) 

Environmental Surveillance for EWS 

(ESEWS) 

Bencana

Geofisika, dan 

Vulkanik

Bencana

Hidrometeorologi

Bencana

Lingkungan

Kerangka Logis Major Project 

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana



Siklus Bencana, Alur Pikir Perencanaan, 

penyelarasan

INTEGRASI PRB DIDALAM

PERENCANAAN
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Siklus Manajemen Bencana

Perencanaan, Edukasi, Literasi, Adaptasi, Mitigasi dan Investasi
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Alur Pikir Perencanaan Pembangunan
Manajemen Informasi, Skenario, Strategi dan Investasi
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RKP

RKPD

RENSTRA KL

RENSTRA 
SKPD

RENJA KL

RENJA  SKPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 
(RPJMN)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD)

diperhatikan

diperhatikan

diperhatikan

diperhatikan

RENCANA AKSI
PB 

(5 Tahunan)

RENCANA AKSI 
PB 

(5 Tahunan)

• Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis 
(KLHS)

• Kajian Risiko
Bencana Indonesia

• Penyusunan Indeks 
dan Peta Risiko 
Bencana

• Tujuan 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
(SDGs)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

RTRW KAB/KOTARTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW DESA

MAINSTREAMING PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

C
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RPJP
Nasional 

RPJP
Daerah 

RPJM
Daerah 

RKP
Daerah 

RPJM
Nasional 

Renstra K/L

Renstra SKPD

RKP

Renja K/L

Renja SKPD

diacu diperhatikan diserasikan melalui 
Musrenbang

pedoman

pedoman

pedoman bahan diacu bahan

dijabarkan

pedoman

dijabarkan

pedoman

pedoman bahan diacu bahan

RPJM
Desa 

diacu sumber
masukan

RKP
Desadijabarkan

Pem
erin

tah
 P

u
sat

Pem
erin

tah
 D

aerah
Pem

erin
tah

 D
esa

RAPBN

RKA K/L

APBN

Rincian 
APBNpedoman

pedoman

RKA SKPD

RAPBD

Rincian 
APBD

APBD
pedoman

pedoman

pedoman RAPBDes

UU 25/2004

UU 17/2003

UU 6/2014

APBDes

PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



34

P
U

S
A

T
P

R
O

V
IN

S
I

K
A

B
U

P
A

T
E

N

SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADINYA BENCANA

RKP NASIONAL

RENJA K/L

RKPD PROV

RENJA SKPD 

PROV

RKPD 

KAB/KOTA

RENJA SKPD 

KAB/KOTA

RPJM NASIONAL

RPJMD PROVINSI

RPJMD

KAB/KOTA

KRB 

NASIONAL

RENCANA 

NASIONAL PB

KRB 

PROVINSI

RENCANA PB 

PROVINSI

KRB 

KAB/KOTA

RENCANA PB 

KAB/KOTA

RENCANA 

TEKNIS PRB 

RENCANA AKSI 

NASIONAL PRB

RENCANA 

KONTINJENSI 

PROVINSI

RENCANA OPERASI 

DARURAT BENCANA 

PROVINSI

RENCANA RR 

PASCABENCANA

RENCANA AKSI RR 

(RENAKSI)

RENCANA 

TEKNIS PRB 

RENCANA AKSI 

PROVINSI PRB

RPKB PROVINSI

RENCANA 

TEKNIS PRB 

RENCANA AKSI 

PROVINSI PRB

RPKB PROVINSI

RENCANA KONTINJENSI 

(RENKON) KAB/KOTA

RENCANA OPERASI 

DARURAT (RENOPS) 

BENCANA KAB/KOTA

PRABENCANA TANGGAP DARURAT PASCABENCANA

DOKUMEN JITUPASNA

KEDUDUKAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM 
DOKUMEN JANGKA PENDEK
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KAITAN RIPB DENGAN PERENCANAAN PB LAINNYA



DOKUMEN FASE JANGKA WAKTU PENYUSUN

Kajian Risiko Bencana Pra Bencana 5 Tahunan Pemda

Rencana Penanggulangan Bencana Pra Bencana 5 Tahunan Pemda

Rencana Kontinjensi Pra Bencana Tahunan Pemda

Rencana Operasi Tanggap Darurat Tahunan Pemda

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Pra Bencana/Tanggap
Darurat

Tahunan Pemda

DaLa/Jitupasna Tanggap Darurat Tanggap Darurat bencana Pemda

R3P Pascabencana Pascabencana Pemda

Dokumen perencanaan penanggulangan bencana adalah aspek penting dalam Penanggulangan bencana, hal ini
karena Pemerintah Daerah (BPBD dan OPD terkait) dengan didampingi oleh BNPB Menyusun dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dan dapat digunakan pada saat kondisi bencana tertentu
(pra/darurat/pasca) sesuai dengan jenis dokumen yang disusun

DOKUMEN PERENCANAAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DI DAERAH



Kedeputian Bidang Ekonomi

SINERGI

Pemerintah
dan 

Pemerintah
Daerah

Perguruan
Tinggi dan 
Lembaga 

Riset

Pelaku
Usaha

Organisasi
dan 

Kelompok
Masyarakat

Partai
Politik, 

Asosiasi
dan Media

• Faktor kunci: modal sosial, modal 
pengetahuan, modal SDA dan lingkungan, 
modal keuangan dan modal fisik

• Menghasilkan lulusan yang 
unggul, tangguh dan adaptif; 

• Mengembangkan ilmu dan 
pengetahuan; 

• Melakukan riset dasar dan riset
unggulan; dan 

• Mengembangkan manajemen
pengetahuan (knowledge 
management) bersama Pemda, 
Pelaku usaha dan media

• Mengembangkan usaha yang adil, 
menguntungkan dan berkelanjutan

• Memperluas kerjasama dan kemitraan
dalam rantai nilai: produksi, pengolahan, 
distribusi, promosi dan perdagangan. 

• Meningkatkan edukasi, literasi dan 
budaya sadar bencana

• Memasok kebutuhan pokok saat tanggap
darurat.

• Meningkatkan literasi, edukasi dan 
budaya sadar bencana berbasis
komunitas dan desa

• Menjaga, menguatkan dan 
mengembangkan solidaritas, 
kerjasama dan gotong royong

• Menguatkan semangat dan optimisme

• Memberikan dan menyebarkan
informasi, advokasi, dan 
umpan balik (feed-back)

• Menguatkan literasi
• Mendorong transparansi dan 

akuntabilitas dalam tata kelola

• Menyusun rencana pembangunan dan rencana tata 
ruang berbasis pengurangan risiko bencana: pemulihan, 
penguatan dan percepatan pembangunan sosial, budaya
dan ekonomi

• Melakukan adaptasi dan mitigasi bencana
• Mengembangkan skema pembiayaan terintegrasi
• Mengembangkan pengendalian dan evaluasi

(safeguarding) pembangunan.

MEMBANGUN KERJASAMA DAN KEMITRAAN DALAM 
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
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KERANGKA PERENCANAAN

• Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) 
2020-2024 (Perpres
18/2020)

• Rencana Induk
Penanggulangan Bencana
(RIPB) 2020-2044 (Perpres
No.87/2020)

• Rencana Nasional 
Penanggulangan Bencana
2020-2024

• Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah

KERANGKA KELEMBAGAAN

Pusat (Kelembagaan Kunci)
• BNPB
• BMKG
• Basarnas
• BIG
• Kementerian PPN/Bappenas
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian PUPR
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pendidikan
• Kementerian Sosial
• Kementerian ATR/BPN
• Kementerian LHK

Daerah

• BPBD

• Bappeda

• OPD terkait

KERANGKA REGULASI

• UU 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana

• UU 1/2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

• UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah

• UU 6/2018 tentang
Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat

• PP 21/2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

• PP 2/2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal

• PP 21/2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB)

• Permendagri 101/2018 
tentang SPM Sub-urusan
Bencana Kab/Kota

KERANGKA PEMBIAYAAN

• PP No. 22/2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana

• PP No. 10/2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan PLN dan 
Penerimaan Hibah

• Dana Siap Pakai (DSP)

• Dana Hibah Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi (RR)

• APBN

• APBD

• Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri

• Pooling Fund Bencana
(Perpres 75 tahun 2021)

• Dana CSR 

• Kolaborasi Masyarakat

KONDISI EKSISTING KERANGKA KEBIJAKAN 
PENANGGULANGAN BENCANA



SPM-Sub Urusan Bencana



A
Pelaksanaan SPM  terpetakan jelas

hulu dan  hilirnya termasuk

pemetaan keterlibatan aktor-

aktornya (pemerintah dan non  

pemerintah)

Holistik

C

Spasial
Wilayah atau fokus intervensi

SPM harus jelas. Apabila

anggaran terbatas, penerima

layanan difokuskan kepada

penerima yang paling prioritas,  

(misal: masyarakat miskin dan

rentan, dll)

D

Tematik

SPM merupakan urusan wajib

dasar sehingga harus menjadi

fokus prioritas pembangunan

daerah

B
Integratif

SPM dapat didukung dari

berbagai macam sumber

pembiayaan

SPM
Standar Pelayanan 

Minimal

Collaborative Governance
Sumber: Direktorat PD Bappenas, 2021

PERENCANAAN SPM BERBASIS “THIS”



1

Undang-undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan
Minimal

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 101 tahun
2018 tentang Standar Teknis
pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Bencana

Sumber:Kemendagri, 2021

PENANGGULANGAN BENCANA 
SEBAGAI URUSAN WAJIB DAERAH



Permendagri 101 tahun 2018

▰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada 

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Bencana menggaris bawahi Kajian Risiko

Bencana, Rencana Penanggulangan

Bencana dan Rencana Kontinjensi sebagai

salah satu dokumen wajib dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

daerah

▰ Permendagri 90 tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah

▰Kepmendagri Nomor: 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi

Pemutakhiran, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah

INFORMASI 
RAWAN 

BENCANA

1. PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA

2. SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 
EDUKASI RAWAN BENCANA (PER JENIS BENCANA)

3. PENYEDIAAN DAN PEMSANGAN RAMBU EVAKUASI 
DAN PAPAN INFORMASI KEBENCANAAN

PENCEGAHAN 
DAN 

KESIAPSIAGAAN 
TERHADAP 
BENCANA

1. PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI;

2. PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN 
BENCANA;

3. PEMBUATAN RENCANA KONTINJENSI;

4. GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;

5. PENGENDALIAN OPERASI DAN KESIAPSIAGAAN 
TERHADAP BENCANA;

6. PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN SARANA 
PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA;

7. PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN 
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PENYELAMATAN 
DAN EVAKUASI 

KORBAN BENCANA

1. PENGKAJIAN CEPAT;

2. PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI 
KORBAN BENCANA; 

3. AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN 
DARURAT BENCANA

STANDAR 

PELAYANAN 

MINIMAL

Sumber: Kemendagri, 2021
Sumber:Kemendagri, 2021

PENANGGULANGAN BENCANA
DALAM SPM SUB URUSAN BENCANA



SPM
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Proses 
Penganggaran

Integrasi ke

dalam

dokumen

anggaran

(Program

Pemenuhan

SPM).

Diatur

dalam

Regulasi

Penganggara

n Daerah

Proses 
Perencanaan

Integrasi ke

dalam

dokumen

perencanaa

n (Program

Pemenuhan

SPM).

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 100 

Proses SPM

Jenis, Mutu, dan Penrima 

Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;

2. Identifikasi ketersediaan

barang/jasa kebutuhan

dasar;

3. Identifikasi pemenuhan

kebutuhan dasar yang 

menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan 

Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam

PP 2/2018 SPM

Dokumen
Perencanaan Daerah

Sumber:Kemendagri, 2021

PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN 
PERENCANAAN DAERAH
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Proses 
Penganggaran

Integrasi ke

dalam

dokumen

anggaran

(Program

Pemenuhan

SPM).

Diatur dalam

Regulasi

Penganggaran

Daerah

Proses 
Perencanaan

Integrasi ke

dalam

dokumen

perencanaa

n (Program

Pemenuhan

SPM).

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor 100 

Tahun 2018

Proses SPM

Jenis, Mutu, dan Penrima 

Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;

2. Identifikasi ketersediaan

barang/jasa kebutuhan

dasar;

3. Identifikasi pemenuhan

kebutuhan dasar yang 

menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan 

Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam

PP 2/2018 SPM

Dokumen
Perencanaan Daerah

Sumber:Kemendagri, 2021

PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN 
PERENCANAAN DAERAH



KESIMPULAN



Penutup dan Kesimpulan

1. Pemerintah daerah (OPD) dan Pemerintah pusat (K/L) dan sejak awal harus bekerjasama

dalam pendataan, pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Pengintegrasian Dokumen Perencanaan PB dalam perencanaan pembangunan daerah

melalui perumusan visi dan misi Kepala Daerah.

3. Bappeda dan BPBD harus bekerjasama melakukan identifikasi, analisis dan perkiraan

(proyeksi) risiko bencana di setiap daerah.

4. Penguatan manajemen data dan informasi, dan manajemen pengetahuan (knowledge

management) tentang bencana untuk mendukung penyusunan perencanaan kebijakan

penanggulangan bencana pengenalan siklus dan pola akan meningkatkan kualitas

perencanaan penanganan bencana.

5. Meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama akses masyarakat pada rawan bencana

dan perubahan iklim bencana terhadap layanan publik informasi kebencanaan.

6. Bappeda dan BPBD mengawal pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam

penyusunan RPJMD, RKPD, RPB dan RENSTRA OPD.



TERIMAKASIH


